
BUPATI MAGrrAN

PERATURAN BUPATI MAGE「AN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGA」 UAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat :

BUPATI MAGEtrAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 94
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2ol1 tentang Pajak Daerah dan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak
Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan di Kabupaten
Magetan, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Tata cara Pengajuan dan penyelesaian Keberatan pajak
Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun Lggz tentang
Penagrhan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggz Nomor 42, Tarcrbahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g6)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 19 Tahun 2ooo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ooo Nomor 129, Tartbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39gZ);

2. Undang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44szl sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor t2 Tahun 2oog tentang perubahan
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3.

4.

5.

Kedua Atas Undang― Undang Nomor 32 Tahun 2004

tcnttang Pcmc― tahan Dacrah  (Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  lndonesia  Republik

lndonesia Nomor 4844);

Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak

Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara

Rcpub五k lndoneSln Tahun 2009 Nomor 130,Tnmbahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

Perattran Pcine五 ntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan

Lembaran Negara Repubhk lndonesia Nomor 4578);

Peraturan PcmeHntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Dacrah(レ mbaran Negara Repu趾

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan PemeHntahan Antara Pcme五 ntahan

Dacrah  Provinsi,   dan  PemcHntahan  Daerah

Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahlm 2007 Nomor

82,Tambahan Lmbaran Ncgara Nomor 4737);

Peraman Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

」enis Paiak Dacrah Yang Dipungut Berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Scndi五  oleh
Waiib Paak (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik lndonesia Nomor 5179);

Peraman Menteri Dnlnm Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  pedoman  Pcngelolaan  Keuangan  Dacrah

sebagailnana tclah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mcnte五  Dalam NegeH Nomor  21
Tahun 201l tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan

MenteH Dalam NegeH Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah lBe五 ta Negara

Republik lndOnesia Tahun 201l Nomor 310);
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9.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLL

tentang Pembentukan Prodr'rk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 69a l;

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2OOB Nomor 41, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peratr:ran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang

perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

MagetanNomor4Tahun2oostentangorganisasiDan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (kmbaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OL2 Nomor 18'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 27);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daeratr (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2008 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2OlL tentang Pqiak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahr.rn 2Ol1 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN

DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KrrENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Bupati adalah BuPati Magetan.

Menetapkan
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3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerab yaag selenjutnya disebut Dinas arlplph Dir:as

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Magetan.

Kepala Dinas adalah

Pengelolaan Keuangan

Magetan.

Kepala Dinas Pendapatan,

dan Aset Daerah Kabupaten

Pqjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk
sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang
digunalan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajqk, pemotonC p4ak, dan pemungut pqiak"
yang mempunyai hak dan kewqliban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selaajutnya
disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunalan untuk
memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaaa dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajai<.

Surat Ketetapan pajak Daerah psjak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya
disingkat SKPD pBB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang-

BAB II
PENGAJUAN DAN PEI{YELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas atas:

a. SPPT PBB;
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b.SKPD PBB;dan

c_SKPDLB PBB.

Pasal 3

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi

dan/atau bangunan atau nilai jual objek paja} bumi
dan/ atau bangunan tidak sebagaimana mestinya;
dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran p€raturan perundang_
undangan PBB.

(2) Keberatan sshegsi'.rrqna rlimaksgd pada ayat (1) dapat
diajukan aecara :

a. perorangan atau kolektif untuk SppT pBB; atau
b. perorangan untuk SKpD pBB, SKPDLB pBB.

Pasa1 4

(1)Pengttuan  kcberatan  sPPT  PBB  secara  k01ektif

Sebagalmana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat(2)huruF a

dilakukan untuk setiap sPPT PBB sampai dengan

Rp.500.OoO,Oo llima ratus ribu rupiah)dittukan secara

temlis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan

mdnmpirkan persyaratan sebagai berint

a. asli sPPT PBB, sKPD PBB, sKPDLB PBB yang

dttjllレnn keberatan;

b.surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat.

(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diF」ukan
ddam jangka waktu 3 1tigal bulan ttak tanggal

dite五manya sPPT PBB,sKPD PBB,sKPDLB PBB kecuali

apabilaミヘ ib R事よ atau kuasanya dapat menuttukkan
bahwa janm Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kckuasaannya.

(3)Surat Keberatan yang dit」 ukan harus(五 tandatangani oleh
Wttib Pttak atau kuasa yang dituttuk.

(4)DalaIIn hal surat keberatan ditandatangan1 01ch Kuasa

yang dituttuk Waib  Pttak, maka harus dilampiri

dengan:
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b.

謬置
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吼
P霊

鶴 :胤le朧

ratus五bu rupiahl;

surat kuasa,untuk Wttib Pttak Badan.
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Pasa1 5

(1)Penga」uan keberatan untuk SPPT PBB SeCara perorangan

sebagalmana dimaksud dalam PaSa1 3 ayat(2)huruf a

dilakukan  unttk  Setiap  SPPT  PBB  ICbih  dan

Rp.500.000,00 11ima ratus ribu mpiah).

(2)PengaJuan kCberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)颯ukan seCara tCrdiS kepada Bupati melalu Kcpala

Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagal bC五
kut:

a. asli SPPT PBB yang diaiukan kCbCratan;

b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut

Waiib Paiak diSertal denttm alasan yang mendukung

pengaJuan kebcratannya;

c_fotocopy idcntitns waiib Pttak ann fotocopy ittnd榛

kuasa Waiib Paiak dalarn hal dikuasakan;

d.fotocopy bukd kepemilikan tanah dan sttcnisnyal dan

c. fotocopy izin Mcndidkan Bangunan atau Surat

keterangan dari Lurah/Kepala Desa sctempat.

l fotocopy pembayaran rckening listrik bulan terakhir

(3)Keberatan sebagalmana Himaksud pada ayat(1)diaiukan

dalam jangka waktu 3 (tigal bulan Seiak tanggal

diteri―nya SPPT PBB,kecun■ apabila Waiib Paiak

melalui Lurah/Kepala Dosa setempat dapat menuttukkan

bahwa langka wakm itu tidak dapat dipenuhi karcna

keadaan diluar kckuasaannya.

14〉 T錮啜婆l PCne五maan surat keberatan yang d」 adikan dasar

untuk memproses surat keberatan adalah:

a.tanggal  tc―a  sllrat  keberatan,  dalam hal

disampaikan secara langsung oleh Waiib Paak atau

kuasanya kepada Dinas;atau

b. tanggal tanda pengiHman surat keberatan,dalam hal

diSaFnpalkan melalul pos den3劉 n bukti penglnman

surat.
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Pasa1 6

(1)Pengttuan kebcratan yang tidak memcnuhi persyaratan

sebagalmana diinaksud dalam Pasa1 4 atau Pasa1 5,

dianggap bukan sebagai surat keberatan schingga tidak

dapat dipertimbangkan.

(2)Dalam  hal  pengaiuan  keberatan  tidak  dapat
dipertimbanu Sebagaimna dimaksud pndn ayat(1),

Wttib Paak masih dapat menga」 ukan kebcratan kembali

Septtang mcmcnuhi jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 4 ayat(2)atau Pasa1 5 ayat(3).

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
PBB yang terutang dan pglaksataan penagihcnrlya-

Pasa1 8

Keputusan atas pengaJuan kcbcratan sPPT PBB,sKPD PBB,

SKPDLB PBB dibedkan。lch:

a.Kepala Dinas, dalam hal jumlah

sampai dcngan Rp.50o.ooo.o00,oo

rupiah);

PBB yang terutang
(lima ratus juta

ヘ
b.Bupati,dalnm hal jllmlah PBB yang terutang icbih dari

Rp.500.ooo.000,oo(lima ratusjuta rupiah).

Pasal 9

(l) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal g
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas danapabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian
di lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan surat tugas dan hasifu:ya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakuka
dahulu *.*r..it rl,rff"''flJ ":ffiil' Tff:
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib pajak.
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(a) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada

pada Kepala Dinas sebagaimana rlimeksud dalsrn Pasal 8

huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanalan oleh Dinas.

Pasal 1O

(1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai
laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 3
(riga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

(2) Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan

kepada Bupati atas pengajuan keberaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b datam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanegal
diterimanya Surat Keberatan

Pasal l1

(l) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya surat Keberatan, harus memberikan
keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

(2) Keputusan Keberatan sebagairn la dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagran,

1a.g116lak, afgg menarnhnh besarnya j',-loh pBB yang
temtang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan,
pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan
diterbitlan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib
Pqiak dalam jangka waktu paling lama 1 (satrd br:laa
terhitung sejak jangka wakhr dimaksud berakhir.

(a) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SppT pBB, SKPD pBB, SKPDLB
PBB Dinas menerbitkan SppT pBB, SKPD pBB, SKPDLB
PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa
mengubah saat jatuh tempo pembayaran.



(5)SPPT PBB, SKPD PBB,SKPDLB PBB baru sebagalmana

dimaksud pada ayat(4)ddak biSa di〔Jukan Keberatan.

Pasal 12

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan

dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh

Kepala Dinas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari
20t4.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 16 Agustus 21)13

ヘ

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 16 Agusrus 2013

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMoR 40
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BUPATI MAGttAN,

ANTRI

Plt.SEKRETARIS


